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ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMAK BOGOR
NOMOR : 1234
DENGAN
PT XXX
NOMOR : 1234
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KELAS INDUSTRI DI 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMAK BOGOR

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-2-2025), bertempat di Bogor, telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara:
	1. Rusman, M.Si.
	:
	selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor, beralamat di Jalan Pangeran Sogiri no. 374, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMAK Bogor nomor 25/BPSDMI/KP/2026 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;


	2. Nama Direktur
	:
	Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT xxx beralamat di lorem ipsum, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:


1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan program keahlian Kimia Analisis, yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dengan masa pendidikan empat (4) tahun.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang lorem ipsum dll.
Bahwa PARA PIHAK atas dasar itikad baik, setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama pelaksanaan program Kelas Industri di Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor. Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerja sama yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI
PARA PIHAK sepakat untuk memberikan batasan terhadap definisi yang digunakan dalam perjanjian ini sebagai berikut:
(1) Kelas Industri adalah kelas khusus yang diselenggarakan bekerjasama dengan industri dengan tujuan membekali calon tenaga kerja atau lulusan dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu.
(2) Peserta Kelas Industri adalah siswa SMK – SMAK Bogor yang mengikuti program Kelas Industri.
(3) Prakerin adalah Praktik Kerja Industri yang dilaksanakan siswa di industri mitra.
(4) Industri Mitra adalah perusahaan yang bekerja sama dengan SMK – SMAK Bogor dalam Program Kelas Industri.
(5) Rekomendasi Industri adalah usulan resmi dari PIHAK KEDUA terhadap calon siswa sesuai dengan format surat rekomendasi industri yang disiapkan PIHAK PERTAMA.


Pasal 2
TUJUAN
Tujuan umum perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK untuk memperkuat kerja sama antara institusi pendidikan yaitu antara PIHAK PERTAMA dengan dunia industri yaitu PIHAK KEDUA dalam bidang program Kelas Industri. Tujuan khusus perjanjaian kerja sama ini sebagai berikut:
(1) Mewujudkan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
(2) Menyiapkan sumber daya manusia industri yang kompeten dan siap kerja.
(3) Menguatkan implementasi Kelas Industri secara terstruktur dan berkelanjutan.
Pasal 3
RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup kerja sama meliputi:
(1) Penetapan peserta Kelas Industri berdasarkan rekomendasi industri.
(2) Penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri.
(3) Keterlibatan industri dalam proses pembelajaran.
(4) Pelaksanaan kunjungan industri.
(5) Pelaksanaan Prakerin.
(6) Penyerapan atau rekrutmen lulusan .

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KESATU berhak:
a. Mendapatkan dukungan teknis dari PIHAK KEDUA.
b. Mendapatkan masukan pengembangan kurikulum.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. Menyelenggarakan pembelajaran Kelas Industri.
b. Menyesuaikan kurikulum sesuai bidang industri mitra.
c. Melakukan pembinaan siswa.

(3) PIHAK KEDUA berhak:
a. Memberikan rekomendasi calon siswa.
b. Memberikan masukan terhadap kurikulum.
c. Terlibat dalam sebagian proses pembelajaran.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Mendukung penyelenggaraan Kelas Industri.
b. Menerima kunjungan industri sesuai kesepakatan.
c. Memfasilitasi pelaksanaan Prakerin.
d. Menyediakan kesempatan bekerja setelah dinyatakan lulus sekolah yang berupa pemagangan atau bentuk rekruitmen lainnya sesuai kebijakan perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
MASA PELAKSANAAN KELAS INDUSTRI
Program Kelas Industri dilaksanakan selama 4 (empat) tahun pembelajaran siswa sesuai struktur kurikulum SMK – SMAK Bogor.

Pasal 6
PESERTA KELAS INDUSTRI
(1) PIHAK KEDUA dapat merekomendasikan calon siswa.
(2) Nama dan jumlah siswa yang diterima dituangkan dalam Lampiran PKS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
(3) Penetapan akhir siswa tetap mengikuti ketentuan penerimaan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(1) PIHAK KESATU menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan bidang industri mitra.
(2) PIHAK KEDUA dapat terlibat dalam:
a. penyelarasan kurikulum
b. pemberian materi oleh praktisi industri dalam bentuk guru tamu atau lainnya.
c. evaluasi kompetensi tertentu
(3) Bentuk keterlibatan diatur lebih lanjut secara teknis oleh kedua pihak.

Pasal 8
PELAKSANAAN KUNJUNGAN INDUSTRI
(1) PIHAK KEDUA bersedia menerima kegiatan kunjungan industri siswa pada waktu yang disepakati.
(2) Jadwal dan teknis pelaksanaan ditetapkan bersama.

Pasal 9
PELAKSANAAN PRAKERIN
(1) PIHAK KEDUA bersedia menerima siswa yang direkomendasikan untuk melaksanakan Prakerin pada kelas XIII.
(2) Jumlah peserta minimal yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA.
(3) Teknis pelaksanaan Prakerin mengacu pada Buku Panduan Prakerin SMK – SMAK Bogor.

Pasal 10
REKRUTMEN LULUSAN KELAS INDUSTRI
(1) PIHAK KEDUA melakukan rekrutmen bagi lulusan Kelas Industri.
(2) Skema rekrutmen dapat berupa:
a. Pegawai
b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
c. Program magang minimal 1 (satu) tahun
(3) Keputusan akhir rekrutmen tetap memperhatikan kebutuhan dan ketentuan ketenagakerjaan PIHAK KEDUA.


Pasal 11
FORCE MAJURE
(1) Keadaan kahar (Force Majure) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini.
(2) PARA PIHAK sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing apabila terjadi force major dan harus memberitahukan kepada Pihak Lain secara tertulis dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 bulan (30 hari kalender) setelah terjadinya force majure dan dibuktikan dengan pejabat yang berwenang.
(3) Yang termasuk force majure yaitu keadaan akibat bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huruhara, serta adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
BIAYA
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13
JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani.
(2) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 14
KORESPONDENSI
(1) Sehubungan untuk tindak lanjut perjanjian kerja sama ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut.
a. PIHAK PERTAMA
Nama	:	Lalu Shafwan Hadi El Wathan
Jabatan	:	Waka Bidang Hubungan Kerjasama Industri dan 
		Bursa Kerja Khusus
Alamat 	:	Jalan Pangeran Sogiri no. 374 Tanah Baru, 
		Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat
Telepon/Fax 	: (0251) 8323138
Handphone	: 081932132232
Email 	: hki@smakbo.sch.id
b. PIHAK KEDUA
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat 	:	
		
Telepon/Fax 	:	
Handphone	:	
Email	:	

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15
KERAHASIAAN
(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis oleh PIHAK lainnya.

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penulisan perjanjian ini, maka berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan atas kekeliruan tersebut dan perubahan tersebut dinyatakan berlaku dan mengikat PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dikemudian berdasar kesepakan PARA PIHAK yang dituangkan suatu addendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP
(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.


	PIHAK PERTAMA
	PIHAK KEDUA

	Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMAK Bogor 



Rusman, M.Si.

	Direktur PT xxx
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